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AKUNTANSI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN PADA 
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU 
NURUL RAHMATUNISYA EDISON 
Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui perhitungan tambahan 
penghasilan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan 
Gubernur nomor 9 tahun 2018. Penelitian dilakukan di Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Riau, Jl. Pattimura No. 6 Pekanbaru. Jenis penelitian ini 
menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan 
data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan 
pemberian tambahan penghasilan pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Riau sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 
2018 mengenai tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan 
pemerintahan Provinsi Riau Pasal 10 ayat 2, sementara yang membedakan 
besarsan jumlah yang diterima disesuaikan dengan tingkat pencapain sasaran 
kerja yang dihasilkan. Untuk pemotongan PPH 21, dimana pada pegawai dengan 
golongan IV dikenakan besaran 15%, sementara untuk pegawai golongan III 
dikenakan besaran 5% dan untuk pegawai dengan golongan II dikenakan besaran 
0%. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Sumber daya manusia merupakan salah satu modal paling penting dalam 
suatu instansi, karena memiliki bakat, tenaga dan kreativitas yang sangat 
dibutuhkan oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 
Dalam pelaksanaan kegiatannya, seorang pegawai bukan semata – mata menjadi 
objek dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi, tetapi juga sebagai subjek yang 
mampu menjadi perencana, pelaksana, dan pengendali yang memiliki peran aktif 
dalam membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuan sebuah organisasi, 
serta memiliki pemikiran, perasaan dan keinginan yang dapat mempengaruhi 
sikapnya dalam bekerja. Untuk seorang pegawai harus mampu meningkatkan 
kemampuannya didalam bekerja dengan harapan dapat mempengaruhi kinerja 
yang dihasilkan, sebaliknya semakin rendah kemampuan pegawai maka akan 
semakin rendah tingkat kinerja yang diharapkan. 
Kinerja dapat diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai 
dengan adanya kemamuan yang dimiliki. Kinerja seorang pegawai merupakan 
suatu gembaran mengenai tingkat pencapaian sesaran ataupun tujuan pehawai 
pemerintahan sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana strategi yang 
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – 
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. (Nurwantari, 




Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Dinas perikanan dan 
Kelautan Provinsi Riau pada awalnya dibentuk Berdasarkan SK. Gubernur Kepala 
Daerah Hukum Swatantra Tingkat I Riau No. 204/17D/58, tentang Pembentukan 
Dinas Perikanan Laut Daerah Swatantra Tingkat I Riau, terhitung mulai tanggal 1 
September Sebagai Kepala Dinas ditunjuk Soelaiman Nata Disastra.  Dinas 
Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau adalah perangkat daerah tingkat I yang 
diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi 
daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu di daerah tingkat I. 
Imbalan kerja (employee benefits) adalah seluruh bentuk imbalan yang 
diberikan perusahaan atau jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan kerja 
meliputi imbalan yang diberikan kepada pekerja atau tanggungannya dan harus 
diselesaikan dengan pembayaran (atau penyediaan barang atau jasa), baik secara 
langsung kepada pekerja, suami/istri mereka, anak-anak atau tanggungjawab 
lainnya, atau kepada pihak lain, seperti perusahaan asuransi. Imbalan kerja 
mencakup Imbalan kerja jangka pendek (short-term employee benefits), Imbalan 
pascakerja (post-employment benefits), Imbalan kerja jangka panjang lainnya 
(other long-term employee benefits), Pesangon pemutusan kontrak kerja (PKK) 
(termination benefits), Imbalan berbasis ekuitas (equity compensation benefits). 
Pemberian tanbahan pengahasilan kinerja menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan 
bahwa tunjangan kinerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai 




serta remunerasi yang merupakan produk baru dampak adanya perubahan 
birokrasi. Tunjangan kinerja yang berupa remunerasi diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil 
Negaradan menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pembinaan Aparatur Sipil 
Negaraberdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan 
pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja. 
Tambahan penghasilan di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau 
yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai. Untuk mewujudkan tujuan nasional, 
dibutuhkan Pegawai  Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN diserahi tugas 
untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas 
pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan 
pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan 
Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka 
penyelenggaran fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan 
kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka 
pelaksanaan tugas pebangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa 
(cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan 
sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.  
Pada tahun 2014 sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan grand design 
reformasi birokrasi, negara Indonesia telah mempunyai undang-undang baru yang 
mengatur tentang sumber daya manusia di pemerintahan yaitu Undang-undang 




yang baru tersebut diatur tentang ketentuan-ketentuan dalam mengelola sumber 
daya manusia di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 
Di dalam undang-undang tersebut diatur secara komprehensif dan memuat 
prinsip-prinsip pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia mulai dari 
penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pegawai, pangkat dan jabatan, 
pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian 
dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan 
jaminan hari tua, hingga perlindungan pegawai. Dengan adanya undang-undang 
ini diharapkan akan tercipta pengelolaan sumber daya manusia yang memiliki 
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik,bersih dari praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik 
bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan 
dan kesatuan bangsa.  
Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai aparatur sipil negara 
dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi 
yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib 
mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam 
pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Lebih lanjut dinyatakan bahwa 
pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas 
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui 
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari 




Hak ASN yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan 
pensiun dan jaminan hari tua mendapatkan perlindungan serta pengembangan 
kompetensi. Selain gaji ASN juga mendapat tunjangan dan tambahan penghasilan 
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tambahan 
Penghasilan Aparatur Sipil Negarayang dinyatakan bahwa pemerintah daerah 
dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negaradaerah 
berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DORD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberlakukan di 
Indonesia mengacu kepada sistem pemberian gaji dasar yang sangat rendah, serta 
tidak secara langsung menyesuaikan dinamika perubahan inflasi dan biaya hidup 
dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut berdampak terhadap semakin lemahnya daya 
beli masyarakat, termasuk ASN. Dengan sistem penggajian sekarang ini, 
mayoritas ASN di Indonesia akan merasa sulit untuk mendukung pemenuhan 
kebutuhan primer sehari-hari setiap bulannya, walaupun dalam kategori hidup 
sederhana. 
Sistem penggajian ini diyakini merupakan salah satu penyebab timbulnya 
korupsi (corruption by need). Bentuk korupsi tersebut adalah dengan melakukan 
penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan aturan hukum yang lemah 
untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Kenyataan bahwa gaji ASN tidak 
memadai menumbuhkan sikap permisif masyarakat terhadap perilaku koruptif 




menjadi semakin meluas di seluruh Indonesia, seiring berkembangnya pola hidup 
masyarakat yang semakin konsumtif. 
Dengan ketentuan tersebut memungkinkan bagi pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memberikan tunjangan berupa tambahan 
penghasilan bagi ASN daerah asalkan berdasarkan kepada beban kerja atau 
tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. 
Pendekatan untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap ASN diatas 
sebagai salah satu solusi yang obyektif dalam mengatasi rendahnya pendapatan 
ASN karena salah satu kriteria pemberiannya didasarkan atas prestasi kerja.  
Kebijakan TPP bagi ASN diharapkan berdampak kepada peningkatan 
kesejahteraan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan tersebut bersifat rutin 
diterima pegawai per-bulan sehingga menumbuhkan keyakinan pegawai dalam 
menetapkan perencanaan kebutuhan hidupnya. Disisi lain pemberian tambahan 
penghasilan diarahkan agar seluruh ASN dapat meningkatkan disiplin dan 
kinerjanya dan dapat memberikan kualitas layanan sesuai Standar Operasional 
Prosedur yang ditetapkan. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pekanbaru, selain mendapatkan gaji juga mendapatkan tambahan penghasilan. 
Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja, 
disiplin, dan semangat kerja Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kota 
Pekanbaru. 
Bobot jabatan dinilai berdasarkan tingkat eselon, semakin tinggi tingkat 
eselonnya semakin besar bobot jabatannya. Selain bobot jabatan, tambahan 




dimana berhubungan langsung dengan penilaian kinerja. Selain untuk 
meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja, kebijakan tambahan 
penghasilan pegawai dibuat Pemerintah Provinsi Riau sebagai pembeda terkait 
tambahan yang didapatkan. Penilaian kinerja yang dinilai oleh atasan, bawahan 
dan teman sejawat masih ada unsur keseganan untuk memberikan nilai yang 
buruk kepada pegawai lainnya. Bahkan ada pegawai yang tidak memberikan nilai 
buruk sama sekali kepada pegawai lainnya. 
Terkait dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
perubahan kedua atas peraturan gubernur nomor 9 tahun 2018 tentang tambahan 
penghasilan Aparatur Sipil Negaradi lingkungan pemerintah provinsi Riau, bahwa 
berdasarkan beban kerja dan resiko kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
maka peraturan gubernur Riau nomor 9 tahun 2018 tentang tambahan penghasilan 
Aparatur Sipil Negaradi lingkungan pemerintah provinsi riau sebagaimana telah 
diubah dengan peraturan gubernur riau nomor 61 tahun 2018 tentang perubahan 
atas peraturan gubernur Riau nomor 9 tahun 2018  tentang tambahan penghasilan 
Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi Riau. Memutuskan  
peraturan gubernur Riau tentang perubahan  kedua atas peraturan gubernur riau 
nomor 9 tahun 2018 tentang tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara 
dilingkungan provinsi Riau. 
Selain itu, peraturan tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai 
belum memiliki sanksi secara tegas yang mengatur, selama ini jika ada yang tidak 
sesuai dengan peraturan, hanya pengurangan. Nominal yang diterapkan. ASN 




dilakukannya, kompetensi yang seharusnya melekat pada pekerjaannya, masalah 
perilaku, masalah kesejahteraan yang menyangkut faktor gaji dan tunjangan bagi 
ASN sampai kepada masalah keorganisasian ASN sehingga terkadang muncul 
asumsi bahwa rendahnya kinerja ASN disebabkan gaji yang kecil. Oleh karenanya 
banyak kebijakan yang dilakukan untuk mendongkrak kinerja para aparatur 
pemerintah di daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal dan salah satu 
kebijakan yang diambil adalah pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai.  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk 
mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi nya dalam pemberian tunjangan 
penghasilan bagi Apartur Sipil Negara terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di 
lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Serta  Bagaimanakah 
pengaruh tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Pergub nomor 9 tahun 2018 
tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Peknabaru. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, Penulis mengambil judul 
“AKUNTANSI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN PADA 
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU”. 
B. Perumusan Masalah.  
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini “Bagaimana perhitungan tambahan penghasilan pegawai pada 







C. Tujuan Penelitian  
Dari rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk 
mengetahui perhitungan tambahan penghasilan pegawai pada Dinas Kelautan dan 
Perikanan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian dilakukan sebagai aplikasi dari teori sistem akuntansi yang 
telah dipelajari di bangku kuliah dalam kehidupan bisnis yang nyata. Dalam 
penelitian ini penulis berharap adanya manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah dan menerapkan ilmu 
yang telah penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di jurusan DIII 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
Penelitian ini juga dapat memotivasi penulis untuk menambah atau 
meninggkatkan penegetahuan akuntansi maupun sistemnya. 
2. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan 
Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, hasil penelitian ini merupakan 
masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam 
penyempurnaan akuntansi keuangan daerah. 
3. Bagi Pembaca 
Dengan diadakan penelitian ini penulis berharap laporan yang dibuat dapat 
menambah referensi bacaan bagi mahasiswa dan pembaca lainnya, 






E. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, 
Jl. Pattimura No. 6 Pekanbaru. 
2. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pen  
elitian Deskriptif (Descriptive Research). Dimana dalam penelitian 
deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan 
angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 
Selain itu yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa 
yang sudah diteliti Apabila kita telaah secara mendalam banyak sekali 
pengertian penelitian deskriptif, diantaranya: Menurut Atherton dan 
Klemmack mengatakan:  
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan memberikan 
gambaran tentang suatu dari masyarakat atau suatu kelompok orang 
berupa gambaran tentang gejala atau hubungan antara dua gejala atau 
lebih.Berbeda dari persepsi umum yang menyatakan bahwa penelitian 
deskriptif adalah suatu metode dalm penelitian, dimana meneliti status 
kelompok manusia, kondisi dalam system pemikiran di masa sekarang.  
Dari beberapa pengertian diatas, apabila kita persempit kembali dari aspek 
tujuan pada dasarnya secara umum memiliki maksud membuat deskriptif 
atau gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, 




penelitian ini digunakan karena dalam penelitian ini berusaha 
menggambarkan atau melukiskan keadaan, objek atau subjek penelitian 
pada saat ini berdasarkan fakta sebagaimana adanya.  
Dalam penelitian ini, menganalisis kebijakan yang dilaksanakan untuk 
mengetahui formulasi kebijkan guna memperoleh pengetahuan yang 
mendalam tentang objek penelitian melalui pengkajian apa yang ada dan 
yang diterlihat. Sehubungan dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa jenis 
penelitian adalah “deskriptif kualitatif” yang merupakan jenis penelitian 
yang dianggap tepat dalam penelitian ini. 
3. Data dan Sumber Data  
a. Data Primer  
Data di peroleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang 
terkait dalam penelitian yang peneliti lakukan, pihak pihak tersebut 
adalah pegawai pemerintahan yang berhubungan atau mengurusi 
masalah pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil 
Negaradiantaranya Dinas Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. 
b. Data Sekunder  
Data yang diperoleh Dari buku-buku, media masa, makalah, dan 
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti 
lakukan.  
4. Teknik Pengumpulan Data  
a. Wawancara  
Teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data atau 




yang terlibat langsung dengan aktifitas yang dihadapi dalam penelitian. 
Wawancara dilakukan kepada narasumber yaitu Kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan pegawai negeri sipil.  
b. Obeservasi  
Teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data melalui 
pengamatan langsung di lapangan yang terkait langsung dengan 
masalah yang sedang diteliti, yang berfungsi sebagai pedoman mencari 
permasalahan yang terjadi (pada implementasi kebijakan yang 
berlangsung sekarang)  
c. Dokumentasi  
Teknik pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen, 
arsip, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan peneliti membagi kedalam beberapa bab 
yang berurutan dan saling berkaitan yaitu: 
BAB I     : PENDAHULUAN  
  Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB II   : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
  Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat instansi pemerintah, 





BAB III   : URAIAN TEORI DAN PRAKTIK  
  Bab ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, variable penelitian, 
definisi operasional variable, dan teknik analisis. 
BAB IV   : KESIMPULAN DAN SARAN  
  Bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian, yang memuat 
kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga 







GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
A. Sejarah Singkat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau 
Dinas perikanan dan Kelautan Provinsi Riau pada awalnya dibentuk 
Berdasarkan SK. Gubernur Kepala Daerah Hukum Swatantra Tingkat I Riau 
No. 204/17D/58, tentang Pembentukan Dinas Perikanan Laut Daerah 
Swatantra Tingkat I Riau, terhitung mulai tanggal 1 September 1959. Sebagai 
Kepala Dinas ditunjuk Soelaiman Nata Disastra. Sementara itu sebelumnya 
telah berdiri Dinas Periakanan Darat yang pada waktu itu dikepalai oleh 
Muhammad Saleh (1-3-1956 s/d 1-4-1973). Pada tanggal 27 Maret 1974 
Dinas Perikanan dipimpin Oleh Maxetyo Wibisono dan berakhir pada tanggal 
9 Mei 1975. 
Tahun 1975, Kepala Dinas Perikanan dipimpin oleh Ir. Abdul Munif 
Kadir. Dalam kepemimpinannya 1981 struktur organisasi Dinas Perikanan 
Laut mengalami perubahan yakni berdasarkan SK. Gubernur Kepala Daerah 
Hukum Tingkat I Riau No. Kpts. 168/V/80 tanggal 21 Mei 1981 tentang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Riau, 
yang mana Kepala Dinas masih tetap dipimpin oleh Ir. Abdul Munif Kadir 
sampai dengan tahun 1988. Kemudian Kepala Dinas Perikanan Daerah 
Tingkat I Riau digantikan oleh Ir. H. Nanan Rudayat (memimpin dari tahun 
1988 s/d 1992), selanjutnya digantikan lagi oleh Ir. H. Rd. Sugiri Elon 





 Daerah Tingkat I Riau dipimpin oleh Ir. H. Ben B. Abdul Malik s/d 
tahun 2001. Pada tahun 2001 kembali terjadi perubahan terhadap struktur 
organisasi Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Riau, berdasarkan Peraturan 
Daerah Riau No. 12 Tahun 2001, tanggal 26 April 2001 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. Pada 
waktu itu jabatan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau 
dipercayakan kepada Prof. Dr. Ir. H. Tengku Dahril, MSc sampai dengan 
tahun 2004, sementara Wakil Kepala Dinas dijabat oleh Ir. H. Ben B. Abdul 
Malik. 
Pada tahun 2002 jabatan Wakil Kepala Dinas digantikan oleh Ir. 
Mukhtar Amin, sampai dengan bulan April 2004. Pada Tahun 2004 terjadi 
penggantian pada Pimpinan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, 
dimana jabatan Kepala Dinas pada saat itu lowong dengan adanya mutasi  
Prof. Dr. Ir. H. Tengku Dahril, MSc ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan 
kepemimpinan Dinas Perikan dan Kelautan dipercayakan kepada Wakil 
Kepala Dinas yang pada saat itu dijabat oleh Dr. Ir. H. Aras Mulyadi, DEA. 
Pada juli 2005 kembali terjadi pergantian Pimpinan Dinas Perikanan Dan 
Kelautan Provinsi Riau, dimana Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan 
Provinsi Riau kembali dijabat oleh Prof. Dr, Ir. H. Tengku Dahril, MSc dan 






Pada akhir Tahun 2008 diberlakukan Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, melalui Peraturan Daerah 
Provinsi Riau No.9 Tahun 2008 Tanggal 05 Desember 2008. Kembali dijabat 
oleh Prof. Dr. Ir. H. Tengku Dahril, MSc. Tanggal 09 November 2010 
Tampuk Pimpinan Dinas Perikanan dan Kelautan dijabat oleh Prof. Dr. Ir. H. 
Irwan Effendi, MSc. 
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau mempunyai Visi dan 
Misi, sebagai berikut: “visi terwujudnya perikanan dan kelautan yang tangguh 
serta lestari tahun 2020” sedangkan misinya: 
1. Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Pelaku Perikanan 
2. Meningkatkan Pengolahan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 
3. Meningkatkan Mutu Pengolahan Serta Pemasaran Hasil Perikanan 
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan 
5. Meningkatkan Iklim Berusaha yang Kondusif, Lapangan Kerja yang 
Produktif, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Perikanan sekaligus 
meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan 
6. Meningkatkan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Sumber daya 
Perikanan dan Kelautan 
7. Meningkatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perikanan dan 
Kelautan 









B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau 
 
Suatu organissi baik swasta maupun milik pemerintah pastilah 
memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan organisasi tersebut, begitu pula 
dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. Dinas Perikanan dan 
Kelautan Provinsi Riau adalah perangkat daerah tingkat I yang diserahkan 
wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, 
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu di daerah tingkat I. 
Adapun tugas pokokDinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau 
adalah: 
1. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah dibidang perikanan dan 
kelautan. 
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, dan menyerasikan 
kebijakan dan kegiatan penyelengaraan perikanan dan kelautan di daerah. 
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidangperikanan dan 
kelautan. 
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan bidang 
perikanan dan kelautan. 
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan. 
6. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 
7. Menetapkan kebijakan tentang perikanan dan kelautan dari masyarakat 
minoritas terbelakang dan atau tidak mampu. 





9. Mendukung atau membantu penyelenggaraan teknis perikanan dan 
kelautan. 
10. Pertimbangan pembukaaan dan penutupan lembang pelayanan perikanan 
dan kelautan. 
11. Penyelengaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan atau penataan 
teknis perikanan dan kelautan. 
12. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya. 
13. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perikanan 
dan kelautan. 
14. Melaksanakan pelatihan dibidang perikanan dan kelautan. 
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau. 
Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi 
Riau menpunyai fungsi: 
1. Merumuskan kebijaksanaan 
2. Pengambilan keputusan 
3. Perencanaaan 
4. Pengorgnisasian 
5. Pelayanan umum dan teknis 
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan 
7. Pengawasan 
8. Pemantauan dan evaluasi. 





C. Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau 
 
Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsin Riau terdiri 
Kepala Dinas, Sekeretaris, dan sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu 
Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Keuangan dan Perlengkapan dan 
Subbag Bina Program. Bidang Perikanan Budidaya yag trdiri dari tiga seksi 
yaitu Seksi Pengendalian Kesehatan dan Lingkungan, Seksi Pengembangan 
Usaha Budidaya dan Seksi Sarana dan Prasarana Produksi. Bidang Perikanan 
Tangkap terdiri dari tiga seksi yaitu Seksi Penataan Pemanfaatan Sumber 
daya, Seksi Pengembangan Usaha dan Seksi Pengendalian Perikanan 
Tangkap. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari tiga 
seksi yaitu Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan, Seksi Pemasaran Hasil 
dan Promosi dan Seksi Permodalan, Kredit dan Teknologi. Bidang Kelautan 
dan Pengawasan terdiri dari tiga seksi yaitu Seksi Pengembangan Sumberdaya 
Laut,Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Suaka 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan diperoleh 
kesimpulan bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai di Dinas Kelautan 
dan Perikanan Provinsi Riau sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau 
Nomor 9 Tahun 2018 mengenai tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (PNS) 
di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau Pasal 10 ayat .Untuk jurnal 
akuntansinya  menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan.  Sementara yang 
membedakan besaran jumlah yang diterima disesuaikan dengan tingkat pencapain 
sasaran kerja yang dihasilkan. Untuk pemotongan PPH 21, dimana pada pegawai 
dengan golongan IV dikenakan besaran 15%, sementara untuk pegawai golongan 
III dikenakan besaran 5% dan untuk pegawai dengan golongan II dikenakan 
besaran 0%. 
B. Saran  
Sementara berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan, saran yang dapat 
penulis berikan : 
1. Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, untuk 
mempertahankan pemberian tambahan penghasilan pegawai guna 
memotivasi dan memberikan semangat kepada pegawai dalam 
menyelesaikan pekerjaannya.  
2. Diharapkan instansi terus mempertahankan dan meningkatkan tunjangan 
kinerja terhadap pegawai, khususnya pemberian tunjangan yang harus 
 
 
disesuaikan dengan beban kerja yang ditanggung oleh pegawai. Perlu 
adanya kondisi kerja yang dinamis dan kondusif yang dapat meningkatkan 
profesionalisme pegawai yang berdampak pada meningkatnya motivasi 
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